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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pemenuhan hak atas 

pendidikan politik bagi anak penyandang disabilitas fisik yang diberikan oleh SLB Negeri Purworejo. 

Penelitian ini berfokus pada siswa SMALB penyandang disabilitas fisik untuk mengetahui 

terlaksananya pemenuhan hak atas pendidikan politik melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara secara online. Analisis 

data dilakukan dengan dua langkah yaitu data reduction dan conclusion drawing. Hasil penelitian 

menunjukan: 1) guru SMALB di SLB Negeri Purworejo menjadi faktor penting dalam pelaksanaan 

proses pelayanan dan pendidikan, terutama proses pendidikan politik; 2) dalam proses pemenuhan 

hak dalam proses pemenuhan hak guru memberikan pembelajaran mengenai pendidikan politik 

dengan metode yang mudah dan siswa dapat memahami mengenai pendidikan politik ; 3) 

terpenuhinya hak pendidikan politik bagi anak penyandang disabilitas fisik sangat membantu mereka 

untuk menjadi generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara 

berdasarkan Pancasila 

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Disabilitas, Hak Politik 

 

PENDAHULUAN 

Warga negara merupakan 

penduduk sebuah negara yang memiliki 

hak dan kewajiban. Hak-hak dan 

kewajiban tersebut sudah diatur dalam 

UUD 1945 maupun undang-undang yang 

berada di bawahnya. Hak dan kewajiban 

selalu jalan beriringan, dimana adanya 

pemenuhan hak selalu diikuti dengan 

pelaksanaan kewajiban setiap warga 

negara. Pemenuhan hak tidak hanya 

untuk warga negara yang memiliki kesem 

purnaan fisik dan mental tetapi juga untuk 

mereka penyandang disabilitas.  

Hak yang diberikan kepada 

penyandang disabilitas sangat beragam 

dan sudah diatur peraturan perundang-

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas. Hak yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Penyandang Disabilitas 

adalah hak untuk hidup, hak bebas dari 

stigma, hak privasi, hak atas keadilan dan 

perlindungan hukum, hak atas pekerjaan, 

kewirausahaan, dan koperasi, hak 

kesehatan, hak politik, hak keagamaan, 
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hak keolahragaan, hak kebudayaan dan 

pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak 

aksesibilitas, hak pelayanan publik, 

perlindungan dari bencana, hak habilitasi 

dan rehabilitasi, dan hak konsesi. 

Berdasarkan hak yang telah disebutkan 

terdapat salah satu hak yang harus 

dipenuhi untuk partisipasi mereka dalam 

kehidupan politik kenegaraan. Hak 

tersebut adalah hak politik. Hak politik 

merupakan hak yang bersumber dari 

martabat dan melekat pada setiap 

manusia agar manusia bebas menikmati 

hak politik yang dijamin dan dihormati 

oleh negara serta pemenuhannya 

merupakan tanggung jawab negara. Hak 

politik sudah diatur dalam pasal 13 

Undang-Undang Penyandang Disabilitas. 

Untuk menikmati hak politik dan 

kelancaran partisispasi politik dari 

penyandang disabilitas maka diperlukan 

pendidikan politik. Pendidikan politik telah 

disebutkan pada point terakhir dalam 

pasal 13 Undang-Undang Disabilitas.   

Pendidikan politik menurut Payerli 

(2017) merupakan bagian proses pem-

baharuan kehidupan politik bangsa Indo-

nesia yang dilakukan dalam rangka 

menciptakan suatu sistem politik yang 

demokratis, dinamis, dan efisien. Selan-

jutnya, menurut Rusadi Kantraprawira 

(2004) pendidikan politik merupakan 

sarana untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat agar mereka dapat ber-

partisipasi secara aktif dalam sistem 

politiknya.   Maka dari itu nantinya akan 

membatu anak penyandang disabilitas 

dalam pengembangan segala potensi 

yang dimiliki anak penyandang disabilias. 

Selain itu terpenuhinya hak untuk mem-

peroleh pendidikan terutama pendidikan 

politik ini memberikan pengetahuan yang 

kompeten dan keterampilan serta nan-

tinya akan digunakan mereka dalam  par-

tisipasi sebagai warga negara (civic 

partisipation) sehingga dapat ber-

kontribusi dalam kegiatan bermasya-

rakat, berbangsa, dan bernegara. 

Hak atas pendidikan politik bagi 

penyandang disabilitas belum sepenuh-

nya terpenuhi, terutama anak-anak 

penyandang disabilitas yang duduk di 

bangku Sekolah Luar Biasa (SLB). Dilihat 

dari awal siswa meendaftarkan diri ke 

SLB sudah memiliki hambatan. Ber-

dasarkan penelitian  Lestari dkk (2017) 

tidak semua anak penyandang disabilitas 

dapat masuk ke SLB. SLB Negeri Unga-

ran yang merupakan objek penelitian 

tersebut membatasi penerimaan peserta 

didik, sehingga bagi mereka yang telat 

mendaftar harus mengantri dan 

menunggu pembukaan pendaftaran di 

tahun berikutnya.  

SLB sendiri merupakan wadah 

dimana mereka memperoleh pendidikan 

terutama pendidikan politik bagi anak 

penyandang disabilitas. Dilihat dari pelak-

sanaannya, penyandang disabilitas fisik 

yang dikategorikan menjadi penyandang 
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disabilitas yang dapat mendapatkan 

pendidikan politik melalui Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di SLB. 

Hal tersebut disebabkan mereka yang 

sekiranyanya mampu menerima materi-

materi pembelajaran seperti anak pada 

umumnya. Penyandang disabilitas fisik 

disebut juga dengan tunadaksa.  

Kondisi disabilitas yang mereka 

miliki ini mempengaruhi poses belajar 

mereka untuk mendapatkan pengetahuan 

dan keterampilan mengenai pendidikan 

politik. Pendidikan politik untuk penyan-

dang disabilitas fisik yang diberikan 

melaluli mata pelajaran Pendidikan Pan-

casila dan Kewarganegaraan ini belum 

sepenuhnya tercapai. Hal tersebut dise-

babkan partisipasi mereka sebagai warga 

negara (civic participation) dari anak 

penyandang disabilitas fisik yang masih 

pasif. Sehingga dengan pengetahuan 

akan pendidikan politik yang lemah mere-

ka kurang bisa mengembangkan parti-

sipasi sebagai warga negara (civic parti-

cipation). Oleh karena itu, diperlukan 

usaha pemenuhan terhadap hak atas 

pendidikan politik agar tidak terjadi pela-

nggaran hak yang pada akhirnya dapat 

mengakibatkan ketidakadilan bagi 

penyandang disabilitas fisik. Usaha ini 

melibatkan peran dari SLB selaku 

penyelenggara formal pendidikan politik 

baik negeri maupun swasta melalui kegi-

atan pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan dalam 

penulisan ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

di SLB Negeri Purworejo yang berfokus 

pada siswa SMALB penyandang disabi-

litas fisik untuk mengetahui terlaksananya 

pemenuhan hak atas pendidikan politik 

melalui kegiatan pembelajaran Pendidi-

kan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Hal tersebut bagi anak penyandang 

disabilitas fisik  nantinya dapat diterapkan 

dalam  partisipasinya sebagai warga ne-

gara (civic partisipation) sehingga dapat 

berkontribusi dalam kegiatan bermas-

yarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Teknik pengumpulan data berupa 

observasi dan wawancara secara online 

dengan guru kelas SMALB penyandang 

disabilitas di SLB Negeri Purworejo. 

Informan tersebut dipilih menggunakan 

ditentukan berdasarkan purposive sam-

pling, karena informan tersebut 

diharapkan dapat membantu dalam men-

jelajahi objek yang diteliti. Selanjutnya, 

pengumpulan data juga didukung dengan 

studi pustaka dengan melakukan penela-

ahan terhadap buku, literatur, catatan, 

dan berbagai laporan yang relevan 

dengan masalah yang disampaikan.  

Proses analisis data dilakukan 

dengan dua langkah yaitu data reduction 

dan conclusion drawing. Data reduction 

ini, data dirangkum lalu dipilih hal yang 
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pokok dan difokuskan pda hal penting. 

Dalam langkah ini data akan difokuskan 

pada hal yang berkaitan dengan peme-

nuhan hak atas pendidikan politik bagi 

anak penyandang disabilitas fisik dan 

anak penyandang disabilitas sensorik di 

SLB Negeri Purworejo. Selanjutnya 

conclusion drawing atau penarikan 

kesimpulan ini merupakan temuan yang 

berupa deskripsi mengenai pemenuhan 

hak atas pendidikan politik bagi anak 

penyandang disabilitas fisik pada siswa 

SMALB yang sebelumnya masih belum 

jelas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hak atas Pendidikan Politik 

Hak menurut Kamus Besaar 

Bahasa Indonesia memiliki definisi 

yaitu tentang sesuatu hal yang 

benar, milik, kepunyaan, kewena-

ngan, kekuasaan untuk berbuat 

sesuatu, kekuasaan yang benar 

atas sesuatu untuk menuntut 

sesuatu, derajat atau martabat.  

Pengertian hak berdasarkan UU No 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia dideninisikan hak asasi 

manusia yang mana merupakan 

seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, dan 

Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia.  

Menurut Notonegoro hak 

merupakan kuasa seseorang untuk 

menerima atau melakukan hal yang 

seharusnya diterima atau 

dilaksanakan oleh seseorang 

tersebut dan tidak dapat 

dilaksanakan oleh orang lain, yang 

pada prinsipnya dapat dituntut 

secara paksa olehnya. Sehingga 

hak merupakan sesuatu yang 

melekat pada semua manusia baik 

yang memiliki kesempurnaan fisik 

dan mental tetapi juga untuk 

mereka penyandang disabilitas, 

dimana hak tersebut wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi, serta dapat dituntut jika 

terdapat pelanggaran.  

Pendidikan Politik merupakan 

salah satu bagian dari sosialisasi 

politik dimana pendidikan politik 

dapat diartikan sebagai sosialisasi 

politik dalam arti sempit. Pendidikan 

politik menurut Alfian (Sunarso, 

2007) merupakan usaha sadar 

untuk merubah sosialisasi politik 

masyarakat, sehingga mereka 

dapat secara betul memahami dan 

menghayati nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu sistem 

politik yang ideal dan hendak 
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dibangun. Menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik, Pendidikan 

Politik merupakan proses 

pembelajaran dan pemehaman 

mengenai hak, kewajiban, dan 

tanggung jawab setiap warga 

negara dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  

Berdasarkan Instruksi Presi-

den No. 12 Tahun 1982 tentang 

Pendidikan Politik bagi Generasi 

Muda menyebutkan bahwa bahan 

atau isi dadi pendidikan politik itu 

terdiri dari ,penanaman kesadaran 

berideologi, berbangsa, dan berne-

gara, kehidupan dan kerukunan 

hidup beragama; Motivasi berpres-

tasi;  Kesamaan hak dan kewajiban, 

keadilan sosial, dan penghormatan 

atas harkat dan martabat manusia; 

Pengembangan kemampuan politik 

dan kemampuan pribadi untuk 

mewujudkan kebutuhan dan keingi-

nan ikut serta dalam politik;  Disiplin 

pribadi, sosial, dan nasional;  Keper-

cayaan pada pemerintah; Keperca-

yaan pada pembangunan yang 

berkesinambungan.  

Menurut Colin Mac Andrews 

dan Mochtar Mas’oed (1978), 

sosialisasi politik dijalankan melalui 

bermacam-macam lembaga. Bebe-

rapa macam lembaga sosialisasi 

diantaranya yaitu kegiatan pembe-

lajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di persekolahan 

yang dirancang untuk tujuan sosia-

lisasi politik.  Sekolah merupakan 

tempat yang memiliki pengaruh 

besar mengenai informasi dan 

pengetahuan mengenai kehidupan 

politik. Sekolah berperan membe-

rikan pengetahuan kepada gene-

rasi muda tentang dunia politik dan 

kontribusi mereka didalamnya. 

Sekolah memberikan wawasan me-

ngenai hubungan dan lembaga-

lembaga politik. Sekolah juga meru-

pakan sarana dari nilai-nilai dan 

sikap masyarakat yang nantinya 

bisa menjadi pedoman untuk 

bermasyarakat. Selain itu, sekolah 

berperan penting dalam pemben-

tukan sikap mengenai rule of the 

political kepada siswa.  Sehingga 

siwa dapat berkontribusi dalam 

kegiatan politik. Sekolah dapat 

mempertebal kesetiaan terhadap 

sistem politik dan memberikan 

simbol-simbol umum untuk menun-

jukan tanggapan yang ekpresif 

terhadap sistem itu,seperti bendera 

nasional,dan ikrar kesetian ”Pada-

mu Negeri” .pengajaran sejarah 

nasional juga berfungsi memper-

kuat kesetiaan kepada sistem 

politik.  

Selain sekolah yang menjadi 

sarana sosialisasi politik melalui 
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keluarga, kelompok pergaulan, 

media massa, maupun kontak 

politik langsung. Keluarga meru-

pakan tempat sosialisasi pertama 

yang memberikan pengaruh yang 

besar dalam pembentukan sikap 

terhadap wewenang dan kekua-

saan dalam diri seorang anak. 

Meskipun melalui sekolah dan 

keluarga merupakan sarana yang 

berperan dalam proses sosialisasi 

adalah kelompok pergaulan, yang 

didalamnya termasuk kelompok 

bermain, kelompok persahabatan, 

kelompok kerja yang kecil yang bisa 

saja melakukan tukar pendapat 

mengenai kehidupan politik. Ang-

gota- anggota dalam kelompok 

tersebut akan saling mendorong 

dan mendesak untuk menyesuai-

kan terhadap sikap-sikap atau pola 

tingkah laku yang dianut kelompok 

tersebut. Melalui kelompok perga-

ulan ini juga akan membentuk 

mereka pandangan politik diri 

mereka sendiri. 

Media massa, media massa 

juga menjadi salah satu sarana 

dalam sosialisasi politik. Dengan 

media massa masyarakat akan 

lebih cepat mendapatkan informasi 

mengenai peristiwa politik dan 

secara langsung maupun tidak 

langsung menyampaikan nilai-nilai 

yang dianut masyarakat. Beberapa 

penyampaian konteks dan peris-

tiwa- peristiwa dalam media massa 

disampaikan dalam suatu konteks 

emosional. Maka dari itu, media 

massa yang terkontrol akan men-

jadi sarana kuat dalam membentuk 

keyakinan potlitik masyarakat.  

Kontak politik langsung. Tidak 

peduli betapa positif pandangan 

terhadap sistem politik yang telah 

ditanamkan, tetapi bila seseorang 

diabaikan oleh partainya, ditipu oleh 

polisi, kelaparan tanpa ditolong, 

dan dipaksa masuk wajib militer, 

pandangannya terhadap dunia poli-

tik sangat mungkin berubah. Partai 

politik,kampanye pemilihan umum, 

krisis-krisis politik luar negeri dan 

perang,dan daya tanggap badan-

badan pemerintah terhadap tuntu-

tantuntutan individu dan kelompok-

kelompok dapat mempengaruhi 

kesetiaan dan kesediaan mereka 

untuk mematuhi hukum. 

Berdasarkan pasal 31 UU No. 

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

yang berisi mengenai tujuan 

Pendidikan Politik adalah: 1) 

Meningkatkan kesadaran kesada-

ran hak dan kewajiban masyarakat 

dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 2) 

Meningkatkan partisipasi politik dan 

inisiatif masyarakat dalam kehidu-

pan bermasyarakat, berbangsa, 
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dan bernegara. 3) Meningkatkan 

kemandirian, kedewasaan, dan 

membangun karakter bangsa 

dalam rangka memelihara persa-

tuan dan kesatuan bangsa. Selain 

itu tujuan dengan dilaksanakannya 

pendidikan politik menurut Kansil 

dalam Payerli (2017) adalah mene-

rapkan generasi muda Indonesia 

yang sadar akan kehidupan ber-

bangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 sebagai 

salah satu usaha untuk mem-

bangun manusia Indonesia seu-

tuhnya yang perwujudannya akan 

terlihat dalam perilaku hidup dalam 

bermasyarakat. Berdasarkan Ins-

truksi Presiden Nomor  12 Tahun 

1982 tentang Pendidikan Politik 

bagi Generasi Muda tujuan pen-

didikan politik adalah untuk men-

ciptakan generasi muda Indonesia 

yang sadar akan kehidupan 

berbangsa dan bernegara berda-

sarkan Pancasila dan UUD 1945 

sebagai salah satu usaha untuk 

membangun manusia Indonesia 

yang seutuhnya.  

Jadi hak atas pendidikan 

politik adalah sesuatu yang melekat 

pada semua manusia baik yang 

memiliki kesempurnaan fisik dan 

mental tetapi juga untuk mereka 

penyandang disabilitas, dimana hak 

tersebut wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi, serta dapat 

dituntut jika terdapat pelanggaran 

untuk memperoleh pembelajaran 

dan pemehaman mengenai hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab 

setiap warga negara dalam 

kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

2. Pelasanakan dan Pemenuhan 

Hak atas Pendidikan Politik bagi 

Anak Penyandang Disabilitas 

Fisik di SLB Negeri Purworejo 

 

Pelaksanaan dan pemenuhan 

hak penyandang disabilitas menu-

rut pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 

2016, bertujuan untuk:Mewujudkan 

penghormatan, pemajuan, per-

lindungan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia serta kebebasan 

dasar Penyandang Disabilitas 

secara penuh dan setara; Menjamin 

upaya penghormatan, pemajuan, 

perlindungan, dan pemenuhan hak 

sebagai martabat yang melekat 

pada diri penyandang disabilitas; 

Mewujudkan taraf kehidupan 

penyandang disabilitas yang lebih 

berkualitas, adil sejahtera lahir 

batin, mandiri, serta bermartabat; 

Melindungi penyandang disabilitas 

dari penelantaran dan eksploitasi, 

pelecehan dan segala tindakan 

yang diskriminatif, serta 

pelanggaran hak asasi manusia; 

dan Memastikan pelaksanaan 
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upaya penghormatan, pema-juan 

perlindungan, dan peme-nuhan hak 

Penyandang Disabilitas untuk 

mengem-bangkan diri serta 

mendaya gunakan seluruh 

kemampuan sesuai hakikat dan 

minat yang dimilikinya untuk menik-

mati, berperan serta berkon-tribusi 

secara optimal, aman, leluasa, dan 

bermartabat dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan 

bermas-yarakat.  

Berdasarkan pemenuhan dan 

pelaksanaan hak bagi penyandang 

disabilitas yang telah diatur dalam 

peraturan tersebut, maka sangat 

diperlukan peran serta dari pihak 

SLB Negeri Purworejo sebagai 

institusi penyelenggara pedidikan 

formal dalam pendidikan politik 

untuk membentuk suatu keman-

dirian dari siswa SMALB penyan-

dang disabilitas fisik dalam ber-

kehidupan berbangsa dan bernega-

ra. Menurut Coleman  (Sunarso, 

2007) peranan sistem perseko-

lahan dalam bidang politik adalah 

Sosialisasi politik, perseko-lahan 

merupakan institusi untuk 

sosialisasi peserta didik terhadap 

budaya politik nasional,Seleksi dan 

latihan bagi kaum elit dalam bidang 

politik, Integrasi dan pembangunan 

kesadaran politik nasional. 

Dengan keberadaan SLB 

Negeri Purworejo menjadi agen 

terpenting dalam  penyelenggaraan 

sosialisasi politik melalui pendi-

dikan politik bagi anak penyandang 

disabilitas fisik. Dalam pelaksana-

annya, pendidikan politik dapat 

memahami dan memberikan 

pengalaman internalisasi norma 

dan nilai suatu sistem politik. 

Hasil penelitian yang 

diperoleh dari studi kasus yang 

dilakukan di SLB Negeri Purworejo 

berdasarkan wawancara bersama 

dengan guru SMALB di SLB 

tersebut. SLB Negeri Purworejo 

sendiri merupakan sarana pendi-

dikan yang dirancang dan dibuat 

khusus bagi anak-anak yang 

memiliki disabilitas yang memiliki 

fungsi memberikan pelayanan dan 

pendidikan bagi anak-anak terse-

but. Untuk itu SLB, dikatakan 

sebagai sistem pendidikan khusus. 

Menurut Perda Kabupaten Purwo-

rejo Nomor 8 Tahun 2018 

Pelindungan dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas men-

definisikan Sistem Pendidikan Khu-

sus adalah sistem pendidikan bagi 

peserta didik berkelainan yang 

berfungsi memberikan pelayanan 

pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena kelai-
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nan fisik, emosional, mental, inte-

lektual dan/atau sosial dengan 

tujuan untuk mengembangkan po-

tensi peserta didik secara optimal 

sesuai kemampuannya. SLB 

Negeri Purwarejo secara pelaksa-

naannya sudah menjalankan fungsi 

dari SLB, dimana SLB Negeri 

Purworejo sudah memberikan pela-

yanan dan pendidikan kepada 

mereka anak penyandang disabi-

litas yang mengenyam disekolah 

tersebut. 

Dapat diketahui bahwa 

berdasarkan hal tersebut guru 

SMALB di SLB Negeri Purworejo 

menjadi faktor penting dalam 

pelaksanaan proses pelayanan dan 

pendidikan, terutama proses 

pendidikan politik. Di dalam kelas 

guru sangat mendominasi proses 

pembelajaran. 

Menurut Istiqomah (2015) 

guru memiliki tanggung jawab 

khusus dalam menangani anak 

penyandang disabilitas terutama 

anak penyandang disabilitas fisik, 

karena anak dengan penyandang 

disabilitas fisik bukanlah anak yang 

mudah memahami pelajaran atau-

pun materi pelajaran secara cepat. 

Menjadi guru anak penyandang dis-

abilitas fisik, bukan hanya keinginan 

saja yang diperlukan akan tetapi 

dibutuhkan motivasi dan alasan 

yang kuat. Mengajar anak penyan-

dang disabilitas tidak semudah 

mengajarkan anak normal pada 

umumnya, maka dari itu dibutuhkan 

dorongan yang kuat dalam diri 

seorang guru. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Rohadi (2008) 

yang menyatakan bahwa guru yang 

memiliki motivasi yang rendah 

memiliki dampak tidak melaksa-

nakan kegiatan dengan baik, guru 

tidak menggunakan metode pem-

belajaran yang relevan, dan guru 

tidak melaksanakan kegiatan bela-

jar mengajar secara rutin sehingga 

jika motivasi mengajar rendah sulit 

diharapkan produktivitas pelaksa-

naan pembelajaran tinggi. Untuk 

itu, guru berperan aktif dan memiliki 

rasa tanggung jawab untuk 

mendidik dan melayani siswa 

berdasarkan masing-masing dis-

abilitas untuk mencapai taraf 

penguasaan dalam segi penge-

tahuan maupun keterampilan yang 

nantinya bisa diterapkan dalam 

kehidupan khususnya dapat dite-

rapkan dalam  kehidupan berbang-

sa dan bernegara.  

Pemberian layanan dan pen-

didikan bagi siswa yang merupakan 

anak penyandang disabilitas maka 

diperlukan pendidikan politik. Pen-

didikan politik merupakan salah 

satu hak politik bagi penyandang 
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disabilitas. Hal tersebut sudah 

diatur dalam Undang Undang Dis-

abilitas pasal 13. Salahsatu mata 

pelajaran yang sangat berperan 

dalam pendidikan politik yaitu 

melalui mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Mata Pelajaran Pendidikan Panca-

sila dan Kewarganegaraan ini 

hanya khusus disampaikan bagi 

mereka penyandang disabilitas 

fisik, yaitu untuk tunadaksa.  

Siswa SMALB di SLB Negeri 

Purworejo diklasifikasikan berda-

sarkan  masing-masing disabilitas 

khususnya disabulitas fisik. Yang 

termasuk anak penyandang dis-

abilitas adalah siswa dengan 

kondisi tunadaksa. Tunadaksa 

merupakan salahsatu jenis dis-

abilitas fisik dimana siswa memiliki 

ganguan gerak yang disebabkan 

karena kelainan neo-maskular 

ataupun kelainan struktur tulang 

yang bersifat bawaan, sakit, mau-

pun akibat dari kecelakaan yang 

menyebabkan kehilangan ogran 

tubuh, polio dan lumpuh. Siswa 

dengan tunadaksa berjumlah 2 

siswa untuk kelas 11. Sedangkan 

untuk kelas 10, berjumlah 1 siswa.  

Keterbatasan yang dialami 

siswa inilah yang menjadi faktor 

penghambat siswa dalam mene-

rima pengetahuan mengenai pen-

didikan politik. Guru PPKn SMALB 

sekaligus menjadi guru kelas ber-

usaha semaksimal mungkin untuk 

memberikan pengetahuan menge-

nai pendidikan politik dengan 

metode yang mudah dan siswa 

dapat memahami mengenai pendi-

dikan politik. Substansi dari pendi-

dikan politik itu sendiri disampaikan 

melalui materi Pendidikan Panca-

sila dan Kewarganegaraan. Penya-

mpaian materi mengenai substansi 

pendidikan politik melalui proses 

pembelajaran di kelas yang didapat 

siswa SMALB di SLB Negeri 

Purworejo. 

Tunadaksa, secara umum isi 

materi disampaikan oleh guru 

kepada siswa dengan kondisi 

tunadaksa tidak jauh berbeda 

dengan anak-anak biasa. Bedanya, 

penyampaiannya dilakukan dengan 

sesederhana mungkin, seperti kata-

kata yang digunakan, bagaimana 

alur proses pembelajarannya, 

maupun materi yang disampaikan 

dipilih dan disesuaikan sesuai 

kemampuan siswa. Menurut Lia 

selaku guru kelas SMALB anak 

penyandang tunadaksa, ketika 

anak sudah terlihat tidak paham 

biasanya guru memanuver kembali 

ke poin yang lebih sederhana dan 

akhirnya tanya jawab sederhana 

menyangkut permasalahan kehidu-
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pan sehari-hari yang sekiranya 

anak dengan kondisi tunadaksa 

tersebut alami. Permasalahan ter-

sebut masih terkait materi yang 

sedang dibahas seperti pengenai 

apa itu demokrasi, apa itu pemilihan 

umum. Maka dari itu anak cukup 

paham dan mengerti gambarannya. 

Misal tentang pemilihan presiden, 

mereka cukup paham dan tau 

gambarannya. Selain itu tanya 

jawab seputar pengalaman yang 

pernah dilalui mengenai bagaimana 

caranya mengikuti pemilihan umum 

dibantu orang lain atau tidak. Salah 

satu siswa tunadaksa kelas 11 yang 

mengalami CP (cerebral palsy) 

dimana motorik siswa tersebut 

terganggu  dan kognitif semakin 

menurun seiring usia, guru secara 

telaten membimbing siswa tersebut 

untuk tetap mendapatkan materi 

dengan sangat sederhana.  Anak 

Cerbral Palsy memiliki karakteristik 

yang unik dan berbeda apabila 

dibandingkan dengan anak-anak 

sebayanya yang tidak mengalami 

ketunadaksaan. Tidak hanya per-

kembangan motorik kasar dan 

motorik halus yang berbeda dari 

anak normal tetapi juga perkem-

bangan kemampuan berbicara, 

bahasa, dan kecerdasan, serta 

kemampuan bergaul dan mengem-

bangkan kemandirian anak 

(Kurniawan, 2018). 

Sumber belajar yang digu-

nakan dalam proses pembelajaran 

menggunakan Buku Pegangan 

Tematik. Jika sumber tersebut 

masih kurang sesuai atau keba-

nyakan terlalu singkat, bahkan 

terlalu tinggi penjelasannya maka 

sebagai pendukung sumber utama 

guru menggunakan buku paket dari 

jenjang yang berbeda selama 

materi masih sesuai dan men-

dukung. Guru juga menggunakan 

literasi dari internet berupa materi, 

video, dan gambar yang dapat 

membantu pemahaman siswa.  

Selain itu sumber pendukung lain-

nya yang sangat sangat membantu 

siswa dengan kondisi tunadaksa 

berupa sumber-sumber dari 

lingkungan sekitar. 

Berdasarkan pengetahuan 

mengenai pendidikan politik yang 

diperoleh siswa SMALB penyan-

dang disabilitas fisik salah satu 

bentuk partisipasi mereka dalam 

kegiatan politik negara dengan 

mengikuti pemilihan umum. Menu-

rut Miriam Budiardjo (2008), 

partisipasi politik adalah kegiatan 

seorang atau kelompok orang untuk 

ikut serta secara aktif dalam kehi-

dupan politik,antara lain dengan 

jalan memilih piminan negara dan 



 

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Jawa Tengah 

ISSN 2442-6350             Volume 7 Nomor 1, Tahun 2019  

 

 

48                               Jurnal Profesi Pendidik 

                                                                                      Volume 7 Nomor 1 , Tahun 2020 Halaman 37-49 

secara langsung atau tidak lang-

sung mempengaruhi kebijakan 

pemerintah ( public policy). Di SLB 

Negeri Purworejo, salah satu siswa 

dengan usia 19 (sembilan belas) 

tahun tersebut mengikuti pemilihan 

presiden tahun 2019. Namun, 

dengan kondisi disabilitas yang 

dimiliki anak tersebut diperlukan 

bantuan dari pihak lain untuk mem-

bukakan kertas suara. Salah satu 

siswa tunadaksa kelas 11 yang 

mengalami CP (cerebral palsy)tidak 

dapat mrngikuti pemilihan umum 

karena kondisi yang tidak memung-

kinkan. Menurut David Werner 

(2002), menyatakan cerebral palsy 

adalah kelumpuhan otak yang 

mempengaruhi gerakan dan posisi 

tubuh. Cerebral Palsy kerusakan 

otak yang terjadi sebelum bayi 

dilahirkan, pada waktu persalinan 

dan masa bayi.  

Sehingga dengan 

terpenuhinya hak pendidikan politik 

bagi anak penyandang disabilitas 

fisik sangat membantu mereka 

untuk menjadi generasi muda 

Indonesia yang sadar akan 

kehidupan berbangsa dan 

bernegara berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 dan manusia 

Indonesia yang seutuhnya masih 

memerlukan bantuan dari pihak 

lain.  

 

SIMPULAN  

Hak atas pendidikan politik 

merupakan suatu hak yang melekat pada 

semua manusia baik yang memiliki 

kesempurnaan fisik dan mental tetapi 

juga untuk mereka penyandang 

disabilitas, dimana hak tersebut wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, 

serta dapat dituntut jika terdapat 

pelanggaran untuk memperoleh 

pembelajaran dan pemehaman mengenai 

hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

setiap warga negara dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Pendidikan 

politik yang diberikan kepada anak 

penyandang disabilitas fisik membantu 

meningkatkan pengetahuannya agar 

mereka dapat berpartisipasi secara aktif 

dalam sistem politik. Dalam peningkatan 

pengetahuan mengenai pendidikan politik 

ini guru SMALB di SLB Negeri Purworejo 

menjadi faktor penting dalam pelak-

sanaan proses pelayanan dan pendi-

dikan. Guru memberikan pengetahuan 

mengenai pendidikan politik dengan 

metode yang mudah dan siswa dapat 

memahami mengenai pendidikan politik 
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